Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Izin Poligami antara :
Abdul Malek Mohammed Yahya Ali bin Mohammed, umur 34 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat
kediaman di Sekomak Dusun Paokmotong Selatan, Desa

Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

sebagai Pemohon;
melawan

Raodatul Jannah binti Ahmad alias Amaq Janah, umur 43 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Gunung Pengsong, Desa Telaga
Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05

Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
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Nomor : 763/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Izin Poligami

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0523/004/1X/2018, tanggal 04 September 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Dusun Aik Lomak, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang keturunan; Dunnya Asila, perempuan umur 5 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang
perempuan bernama :

Rohiatun Aini binti H.Moh.Sadli lhsan, umur 27 tahun, agama Islam,
Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sekomak
Dusun Paokmotong Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Calon istri kedua Pemohon"; yang
akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
karena Termohon tidak dapat mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama
dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke
dua Pemohon, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan
perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak

melakukan poligami.
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4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon
beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan
mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta
sebagai berikut :

Bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 A— 4 m2 terletak di
Montong Galeng, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok
Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Yunus

Sebelah Timur : Rumah Papuk Sufaiyah

Sebelah selatan : Rumah Bapak Yuyun

Sebelah barat : Rumah Wahyu

Sepeda Motor merk Vario CW warna Hitam dengan plat DR 6391 Y;

Perhiasan emas sebera 10 gram;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon
menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu
gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik
Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak

keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
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10.Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada

larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan
sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua
Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Gadis berdasarkan surat
keterangan dari Desa Paokmotong dengan Nomor: 36 dalam usia 27
tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

¢. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (bernama Samsul Hardi, umur 37
tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
Sekomak Dusun Paokmotong Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bersedia untuk menikahkan
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami)
dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Rohiatun Aini binti
H.Moh.Sadli lhsan;

3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 di atas adalah
harta bersama Pemohon dan Termohon ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat

lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon
telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang
telah diajukannya pada tanggal 05 Juli 2019 dengan register perkara Nomor
763/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan
akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat
dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam sengketa
bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama lIslam, berdasarkan
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong
berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis.
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan
kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali
gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 05 Juli 2019 dengan register
perkara Nomor 763/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam
surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari
Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon,
sebagaimana ketentuan Pasal 271 Ry, oleh karenanya permohonan Pemohon
untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini
akan dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan  Permohonan pencabutan perkara Nomor

763/Pdt.G/2019/PA.Sel. dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 271.000 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. MUH.
MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H.
FAHRURROZI, S.H.l., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. AMININ, BA. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H. Drs. MUH. MUKRIM, M.H.
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H. FAHRURROZI, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  175.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000.00

Jumlah :Rp  271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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